
RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MO
KOTA DENPASAR TAHUN

DAt DAN I

a ,,A
-i\J

t,

..

I
I I

,,

Sewoko Dhormo

rI

t

Melolroni Adoloh Kewoiibon



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WAIJKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang: a.

b.

c.

d.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel, diperlukan dokumen percncanaran
pembangunan jangka menengah pada tingkat perangkat
daerah sebagai instmmen pengendd arah pembangunan;
penjrusunan rencana st ategis perangkat daerah
merupakan kebutuhan nyata untuk menjamin
keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan
pembangunan daerah, serta menjawab tuntutan
masyarakat Kota Denpasar terhadap pelayanan publik
yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (l)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagairnana telah diubah
beberapa. kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Fenetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 ter,jang Cipta Keda menjadi Undang-Undang, setiap
p€rangkat daerah wajib menyusun rencana strategis
sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka
menengah daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Feraturan Walikota tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kota DenPasar
Tahur. 2025-2029;
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Mengingat: t.

2.

3.

4.

5.

6.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Da.sar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor I Tahun 1992 tentang
Fembentukan Koamadya Daerah Tingkat ll Denpasar
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indoner'.
Nomor 32165);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Ferencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tcntang
Fembentukan Peraturan Perundang-undangan (t.cmbamn
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor
523a) sebagaimana terlah diubah beberapa kali, terekhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2OLl tenteng Pembentukan Peraturan
Ferundang-undangan (L€mbaran negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 68Ol);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Ianbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah
diubah beberapa. kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Peneta.pan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tafuin 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(lrmbaran Negala Republik Indoneeia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan tembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tenteng Provinei

BaIi (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6871);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

*begaimana telah diubah derrgan Peraturan Mentcri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2Ol8 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O

Tahun 2O 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(B€rita Neg;ara Republik tndonesia Tahun 2Ol8
Nomor 154;

8. Feraturan Menteri Datam Neggri Nomor 86 Tahun 2Ol7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Fembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Ferubahan Rencana Pembaagunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1312);

9. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2O19

tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Ferencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara

Repub[k lndonesia Tahun 2O19 Nomor 1447];

lO. Feraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2o25 terrtang Rencana

Pembangunan Jalgla Menenge-h Daerah Semesta

Ebrencana Kota Denpasar Tahun 2O25-2029 (kmbaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan

lembaran Daerah Kota Denpa.sar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANCKAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Drlarn Peraturen Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota DenPasar.
2. Pemerintah Deerah adaleh Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walil<ota Denpa.sar-
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selarrjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasat.



5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat pD 4enyus perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber dayi yang
tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka men&pai
visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja pemerintah Daerah,
Rencana Keda Perangkat Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana
Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD
Semesta Elerencana Kota Denpasar adalall dokumen perencan:an
pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi,
misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
letijalgn pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai- dengan
kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 0irna)tahunan, dengan berpedoman pada RpJp Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional-

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka
waltu 5 (lirna) tahun bagi Perangkat Daeral .

9. Rgngqna Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja pD
adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun bagi Perangkat Daerah.

(u

(2t

(3)

BAE} II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra PD merupakan dokumen perrencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.
Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I l berpedoman pa.da RPJMD
Semesta BerencanaDaerah-
Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi
PD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 3

Target dan kebutuhan pendanaan dalam Renstra PD bersifat indikatif.
Penyesuaian tar€et dan kebutuhan pendanaan seb"g?imana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan mel,alui penyusunan Renja PD setiap tahun sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1)
(2t



BAB III
SISTEMAfi KA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pesal 4

(l) Renstra PD disusun deng;an sistematika sebagai berikut:
a. BABI: PENDAHULUAN
b. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
d. BABIV; PROGRAM, KEGTATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PEI,TYELENCGARAAN BIDANG URUSAN
e. BAB V: PENUTUP

(21 Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
tercantum dalam La.mpiran I yang men-rpakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

(3) Renstra Dinas Ke*hatan Kota Denpasar tercantum dal,am L^ampiran II
yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(4) Renatra Dinas Pekeqiaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpa.sar
tercantum dalam Lampiran tII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

(5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
tercantum dalam l,a1npi16rr IV yang merupakan bagian tidak terpisahlon
dari Peraturan Walikota ini.

(6) RenBEa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
Denpasar tercantum dahm r smpiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Feraturan Walikota ini.

(7) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpa.sar tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan begian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

(8) Renstra Satuan Folisi Pamong Praja Kota Denpasar tercantum dalam
Iampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

(9) Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VIII ysng
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(1O) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertilikasi Kompetensi Kota Denpasar
tercantum delam I ^mpiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

(11) Renstra Dinas Femberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

(l2l Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
tercantum dalnm I:rnpiran xI yang merupa.kan bagian tidak terpisahlen
dari Peraturan walikota ini.

(13) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencetatan Sipil Kota Denpasar
tercantum r{alam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

(14) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
tercantum dalam Iampiran XIII yang merupakan bagian tidak t€rpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

(15) Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpa.sar tercantum dalam l-ampiran
XIV yang merupa.kan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(16) Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.



(17

(18I

(1e)

l20l

{21l,

(22l

(231

(24l.

(2s)

(26l.

(271

(28!

(2el

(30)

(31)

(32)

(ss)

(34)

(3s)

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Melengah Kota Denpa.sar
tercantum dalam tampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.
Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpa.du Satu pintu Kota
Denpa.sar tercantum dalam I qrnpiran XVII yang merupakan h.gian tidak
terpisahkan dari Feraturan Walikota ini.
Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran
XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Watikota
ini. Renstra Dinas krpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipa.n Kota Denpasar tercantum
dalam Lampiran XIX yang merupalen bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan Kota Denpasar tercantum
dalam I ^rnpiran )O( yang merupakan bagian tidak 6rpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
Rensha Dinas Pariwisata Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran )O{l
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar tercantum rtelnm I ^tnpiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini XXIi
Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tercantum
dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelernafen Kota Denpasar
tercantun dqlarn t-arnpiran XXIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Renstra tnspeldorat Kota Denpasar tercantum dqram Lampiran )O(V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
Renstra Badan Perencanaan Pembarrgunan Daerah Kota Denpasar
tercantum dalam La.mpiran XXVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Renstra Badan Fendapa.tan Daerah Kota Denpaser tercantum dalam
Lampiran )O(VII yang merupakan bagian tidek terpisahkan deri peraturan
Walikota ini.
Renetra Badan Fengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
tercantum dahm r ^mpiran XXVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Denpasar t€rcantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan hagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Renstra Badan Riset dan lnovasi Daerah Kota Denpasar tercanturn dnlern
Lampiran )O(X yang Eerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
Renstra Sekr€tariat Daerah Kota Denpa.sar tercantum dalam L-ampiran
XXX yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.
Renstra Sekretariat Dewal Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagien tidak
terpisahkan dari Peraturan walikota ini.
Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercantum dalam
Lampiran )OO(III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
Renstra Kecamatan I),enpasar Timur Kota Denpa.sar tercantum dalam
Lsmpiran X)OOV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.



(36) Renstra Keca$atan Denpa.sar Selatan Kota Denpasar tercantun .talrrn
lampiran )OO(V yang merupakan bagjan tidak terpisahkan dari peraturan
Walikota ini.

(37) Renstra Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpa.sar tercantum dalam
Iampira.n X)O(V[ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Walikota ini.

BAB IV
PENGEN DALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(l) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra PD paling sedikit I (satu) kali rratsm I (satu) tahun.

(21 Iaporan hnsil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimakEud pada ayat
(1) disarnpaikan kepada Walikota melalui Kepata Badan perencanaan dan
Pembangunan Daerah.

(3) Tata cara pengenrlrliarr dan evaluasi berpedoman pa.da ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:
a- terdapat perubahen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Semesta Berencane Kota Deapasar Tahun 2O25-2O29:'
b. terdapat perubahan PD, susunan organisasi dan tata kerja Femerintah

Daerah;
c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuain pada

substansi; dsn/atau
d. terdapat dinamika kebliakan nasional maupun Daerah yang mengharuskan

penyesuaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturen Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56
Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpa.sar Tahun
202l-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sepanjang
mengatur rencana strategis perangkat Daerah tahun 2026 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggaf diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya delam Berita Daerah Kota Denpasar.

ber 2025
AR,

J NEGARA

D Denpasar
ber 2O25

AR,

B DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 34
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KATA PENGANTAR

Rencana skategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka

menengah yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, program, kegiatan, Subkegiatan, indikator kinerja utama dan pendanaan

indikatif.Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian visi

pembangunan Kota Denpasar T ahun 2025-2029

Rencana strategis merupakan penjabaran lebih lanjut visi dan misi

pembangunan Pemerintah Kota Denpasar.Visi ini sebagai pedoman dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebagai lembaga pelayanan publik. Selanjutnya

dijabarkan tiap tahun menjadi Rencana Kerja (Renja) yang akan diimplementasikan

untuk mendukung peningkatan kualitas layanan penanaman modal, perizinan

berusaha dan non perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Dokumen rencana strategis sudah tersusun diharapkan dapat menjadi dasar

di dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Kota Denpasar

Den asar, 19 September 2025
enanaman Modal

Denpasag

td Pid Rurus ST
m a Utama Muda

NtP. 19720924 199803 1 008
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BAB I

PENDAHULUAN

l.t Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga

negara dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus

diaktualisasikan sesuai dengan harapan dan keinginan publik. Penyelenggaraan

pelayanan publik oleh aparatur pemerintah khususnya pelayanan di bidang

penanaman modal, perizinan berusaha dan non perizinan masih dirasakan belum

sesuai dengan yang diharapkan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Rencana Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat daerah agar menyusun Rencana

Strategis lahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis mengacu kepada RPJMD Kota Denpasar

dan diimplementasikan setiap tahun kedalam Rencana Kerja

Rencana strategis tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen resmi untuk

mengawali kegiatan dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada

masyarakat kearah yang lebih baik.

Rencana strategis diharapkan dijadikan acuan dalam perencanaan,

pelaksanaan dan penilaian yang dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan

penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.

RencanastrategispadahakekatnyadisusunSebagaiupayauntukmenyiasati

keterbatasan sumberdaya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju

tujuan akhir yang hendak dicaPai.

1



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana strategis 2025 -2029 adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor '18 Tahun 2008 tentang

Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 20'17 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,

8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara

perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara

evaluasi ranc€rngan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka

panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta

tata cara perubahan rencanapembangunan jangka panjang daerah, rencana

pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah

daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

l0.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;

ll.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

O5O-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan lventarisasi

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029''
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l3.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Pengarusutamaan Gender ( Lembaran daerah Kota Denpasar Tahun 2020

Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3;

l4.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota

Denpasa r Tah u n 2025-2029 ;

'l5.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2017 tentang Uraian Tugas

Jabatan Dinas Daerah;

16.Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maksud dari penyusunan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Denpasar adalah:

1. Pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mendukung

tercapainya visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar pada

umumnya serta te*ait pelayanan penanaman modal, perizinan berusaha dan

non perijinan khususnya;

2. Menetapkan Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan serta

target kinerja dalam kurun waktu tahun 2025-2029;

3. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja )'

Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan kedepan yang terarah

dan terukur;

2. Untuk menjabarkan tujuan, sasaran, arah kebijakan serta program yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

( RPJMD ) Kota Denpasar Tahun 2025-2029;

3.SebagaiacuandalamMenyusunprogram'kegiatandansubkegiatan
tahunan yang lebih terarah dan terukur'

1

Tujuan penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 adalah :
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1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, maka disusun sistematika
penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

Bab ll Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan lau Strategis

a. Gambaran Pelayanan

b. Tugas, fungsi dan struktur organisasi

c. Sumber Daya

d. Kinerja pelayanan

e. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

f. Program lnovasi

S. Permasalahan dan lsu Strategis

Bab lll Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

a. Tujuan

b. Sasaran

c. Strategi

d. Arah Kebijakan

Bab lV Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

a. Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub kegiatan

b. Rencana Program / Kegiatan /Sub kegiatan dan Pendanan

c. Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program

Prioritas Pembangunan Daerah

d. lndikator Kinerja Utama ( IKU )

e. lndikator Kinerja Kunci

a

b

c

d

4
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan sebagai upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu kewajiban

pemerintah, disisi lain masyarakat dan dunia usaha sebagai pihak yang dilayani

menuntut untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi, hal ini terlihat dari

keluhan-keluhan yang disampaikan terkait dengan pelayanan perijinan antara lain :

) Pelayanan yang berbelit-belit

F Tidak transparan

D Biaya tinggi

Walikota Denpasar melalui Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat ll

Denpasar Nomor 524 Tahun 1998 membentuk sekretariat Bersama Pelayanan

Terpadu ( sekberyandu ) untuk memberikan pelayanan secara terpadu pada satu

tempat oleh beberapa satuan kerja perangkat daerah ( sKPD ).Pembentukan

sekberyandu masih memiliki beberapa kelemahan antara lain : masih terdapat loket

pelayanan perijinan / non perijinan di SKPD terkait, persyaratan dan mekanisme

yang masih berbelit-belit, waktu yang lama serta biaya yang tinggi

5

Sekretariat Bersama

Pelayanan Terpadu
( Sekberyandu )

2.1 Gambaran Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

Kota Denpasar sebagai PTSP terbentuk dari sebuah proses dalam rangka

Pemerintah Kota Denpasar mencari pola dan bentuk yang terbaik dalam

memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat / stake holdernya. Proses

tersebut diawali dengan pembentukan :



Merespon keluhan masyarakat dan dunia usaha, pada tahun 2006

Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan revitalisasi pelayanan terpadu yang

menangani perijinan dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebagai

upaya meningkatkan fungsi pelayanan perijinan yang sebelunya dilakukan melalui

Sekberyandu. UPT dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3

Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu

Kota Denpasar.

UPT Memberikan pelayanan secara terpadu pada satu tempat oleh beberapa

satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

sesuai kewenangannya dan dioperasikan secara resmi oleh Bapak walikota

Denpasar pada tanggal 2 Pebruari 2006.

Pembentukan UPT ini telah didahului dengan penyederhanaan pelayanan

perijinan yang merupakan hasil kajian terhadap upaya debirokratisasi dan

deregulasi penyelenggaraan pelayanan perijinan yang mencakup 11 (sebelas)

bidang perijinan yang tertuang dalam Peraturan walikota Nomor 16 tahun 2005

tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan dilingkungan

Pemerintah Kota Denpasar. Materi penyederhanaan menyasar 3 (tiga) aspek yaitu;

menyederhanakan persyaratan administrasi, mempersingkat waktu penyelesaian

dan merasionalisasikan biaYa.
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Bahwa memperhatikan perkembangan dan dinamika pembangunan di Kota

Denpasar pasca dilaksanakan pelayanan perijinan oleh UPT serta

mempertimbangkan harapan masyarakat yang sangat positif terhadap pelayanan

perijinan serta adanya dukungan dari Legislatif agar lembaga UPT ditingkatkan

status menjadi Lembaga yang difinitif dan otonom dalam rangka pelayanan perijinan

maka perlu dibentuk Dinas Perijinan.

Dinas Perijinan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 6 Tahun 2007, tentang Pembentukan organisasi Dinas Perijinan

Kota Denpasar. kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008

tentang organisasi dan Tata Ker,ia Dinas Daerah Kota Denpasar. Dinas Perijinan

dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

dan Bebas KKN (Good Governance dan clean Government) sebagai implementasi

dari Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan tindak lanjut dari MOU

(Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kota Denpasar dengan BPK,

KPK, MENPAN dan BPKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik'

7
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lV. Badan PPTSP
dan Penanaman
Modal

I

Bahwa sejalan perkembangan kebijakan terkait dengan pembentukan

kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka diadakan penataan dan

penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi

perubahan kelembagaan terkait pelayanan perijinan sampai dengan sekarang

dengan menindaklanjuti kelembagaan dinas menjadi badan yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 tahun 2012.

Perubahan peraturan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan

kelembagaan pada PPTSP yang semula berbentuk dinas menjadi badan.

Perubahan kelembagaan tersebut juga mengakibatkan perlunya perubahan regulasi

pelayanan perijinan di kota Denpasar.
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V. Dinas Penanaman
Modaldan PTSP

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah maka diadakan penataan dan penguatan

kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan

kelembagaan terkait pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan

dengan menindaklanjuti kelembagaan badan menjadi dinas yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat

Daerah

MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA DENPASAR
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Berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah

pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di lndonesia. MPP dianggap lebih

progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam

satu gedung. MPP juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan percepatan

pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Oleh karena itu, dengan

hadirnya MPP juga diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola

pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Pemerintah Kota Denpasar akhirnya melounching Mal Pelayanan Publik

(MPP) pada tanggal '12 Pebruari 2018 yang berada di bawah Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ). Pembentukan Mal

Pelayanan Publik ( MPP ) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia

Nomor 23 Tahun 2017 Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik

secara berkelanjutan dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat'

mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik.

DASAR HUKUM MAL PELAYANAN PUBLIK

1. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang

Penyelengaraan Mal Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik lndonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk

Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik'

1. Peraturan walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Mal Pelayanan

Publik Sewaka Dharma;

2.KeputusanWalikotaDenpasarNomorlSS.4SI160/Hl(2018Tentang
Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik sewaka

Dharma;

3. MOU antara Pemerintah Kota Denpasar dengan lnstansi Penyelenggara

Pelayanan Publik yang tergabung pada Mal Pelayanan Publik;

4. Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kota Denpasar dengan

Penyelenggara layanan yang tergabung di MPP.

t
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INSTANSIYANG TERGABUNG DALAM MPP

KEMENTERIAN / LEMBAGA

1. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bali

2. Kantor \Mlayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar

4. Kepolisian Resort Kota Denpasar

5. Kantor Pertanahan Kota Denpasar

6. Kantor Pengadilan Negeri Denpasar

7 . Kementerian Agama

BADAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

LAYANAN / BUMN / BUMD / SWASTA

Kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar

Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bali

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Perusahaan Oaerah Air Minum Kota Denpasar

PT. TASPEN (Persero)

Badan Narkotika Nasional (BNN) Denpasar

PT. PLN (Persero)

PEMERINTAH PROVINSI BALI

1. Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali ( Kantor

Samsat )

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

3. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

4. Dinas Tenaga Keria dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

7'BagianPengadaanBarang/JasaSetdaKotaDenpasar(PerubahanAkun/
Usersampaipelakuusahadapatmelakukanprosespengadaanbarang/jasa)

8. Dinas Kesehatan Kota DenPasar

9. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

10. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Denpasar

11. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Denpasar

12. Dinas Sosial Kota Denpasar

11



lnformasi Seluruh layanan sudah tersedia di MPP Kota Denpasar yang melalui

manual maupun online yang dapat diakses di Website, lnstagram, Facebook Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
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2.1.1 Tugas, fungsidan Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Denpasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar

Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Perangkat daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai

tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan yang diberikan

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah

dan jangka panjang;

b. penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan

umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;

c. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu;

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan;

g. pelaksaaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas

dan fungsinya.
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Struktur Organisasi

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM
DAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

URUSAN PENANAMAN MODAL

UPTD
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Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Denpasar mempunyai tugas sebagai berikut:

'1. menetapkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Mal Pelayanan Publik berdasarkan Rencana

Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Mal Pelayanan Publik

sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan

agar target kerja tercapai sesuai rencana;

3. membina bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Mal Pelayanan Publik dengan cara

mengadakan rapat I pertemuan dan bimbingan secara berkala agar

diperoleh kinerja yang diharapkan;

4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Mal

Pelayanan Publik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan,

dan hambatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

pelaksanaan tugas; dan ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

5. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta menyelenggarakan administrasi

pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

6. melaksanakan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

satu Pintu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk menjamin kelancaran

pelaksanaan PelaYanan Publik;

7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu satu Pintu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

untuk meniamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;

8. melaksanakan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu satu Pintu serta sehingga sesuai dengan mekanisme, prosedur dan

persyaratan yang telah ditetapkan ;
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9. melaksanakan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;

10. melaksanakan fungsi dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sesuai

dengan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kelancaran

pelaksanaan pelayanan publik;

11. melaksanakan fungsi dalam pengelolaan Gedung Graha Sewaka Dharma

sesuai peraturan perundang-undangan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan

pelayanan publik;

't2. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara membandingkan antara

program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

13. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Sekretaris mempunyai tugas gebagai berikut:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan rencana

program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Denpasar serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan,

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan sekretariat sesuai

dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang

diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Kepala Sub Bagian

Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di

lingkungan sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
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4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target

kinerja yang diharapkan;

5. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan

tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan

program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan agar terjalin sinkronisasi perencanaan pemerintah kota

dengan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Denpasar;

6. mengoordinasikan, menghimpun, dan menyusun perencanaan dan evaluasi

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman

penyusunan program dan kegiatan Dinas;

7. Mengoordinir penyusunan usulan RKA / DPA sesuai dengan rencana strategis

sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;

8. mengelola urusan Perencanaan, Data, dan Pelaporan sesuai dengan bidang

tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;

9. mengoreksi laporan kegiatan dan kineda Dinas sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;

10. mengelola urusan keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;

11. mengelola urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga serta

melaksanakan pengawasan aset sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

12. mengelola urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

13. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Dinas sesuai dengan

peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas

yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;

14. mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat dengan cara membandingkan

antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

15. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang

telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas sekretariat; dan
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16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

1 . merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan

renelna operasional Sekretariat dan ketentuan peraturan perundangundangan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum

dan Keuangan;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan

Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar

pekefaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar

terhindar dari kesalahan;

5. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terciptanya tertib

administrasi kearsipan;

6. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengelolaan urusan rumah

tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

7. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, pedalanan dinas dan keprotokolan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas;

8. melaksanakan Pemeliharaan, Pengamanan dan Kebersihan Gedung Sewaka

Dharma Pusat Pelayanan Publik Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan agar tetap terjaga keamanan dan

kebersihannya;

9. menyiapkan dan melaksanakan aci--aci rutin termasuk piodalan pada pelinggih

Gedung Graha sewaka Dharma Pusat Pelayanan Publik Pemerintah Kota

Denpasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas;
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10. melaksanakan penataan dan pengaturan Ruang Tunggu, Kantin dan Kuliner,

Ruang RapaUPertemuan serta Parkir Kendaraan di Lingkungan Gedung Graha

Sewaka Dharma Pusat Pelayanan Publik Pemerintah Kota Denpasar sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas;

'l 1 . menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung sesuai Peraturan

Perundang-undangan agar pelaksanaan belanja pegawai lebih akurat dan

akuntabel;

'12. melaksanakan pengelolaan Tata Usaha Keuangan yang meliputi penerimaan,

pencatatan, pembukuan, penyetoran, serta melaporkan pendapatannya sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pedoman

yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan akuntabel;

13. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sesuai

dengan Perafuran Perundang-undangan untuk mewujudkan penatausahaan

keuangan yang akurat dan akuntabel;

14. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan

Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

15. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan

Keuangan sesuai dengan prosedur dan Perafuran Perundang-undangan unfuk

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Analie Kebijakan Ahli Madya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan;

2. merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan;

3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi Kebijakan;

4. penyusunan naskah akademik;

5. menyediakan rekomendasi kebijakan;

6. melakukan fokus group diskusi kepada peiabat publik dan pemangku

kepentingan terkait dengan isu, masalah dan atau kebUakan;

19



7. melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan;

8. melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku

kepentingan;

9. menyelenggarakan konsultasi , dialog dan diskusi dengan para pemangku

kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan

kebijakan;

'10. melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan

untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan;

11. melakukan advokasi kebijakan;

12. melakukan diseminasi kebijakan;

13. menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan;

14. hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk: Monograf, Buku referensi

tingkat nasional, Buku referensi tingkat intemasional, Artikel dalam jumal ilmiah

tidak terakreditasi, Artikel dalam jumal nasional terakreditasi, Artikel dalam

jumal intemasional;

15. hasil kajian yang disajikan/dipresentasikan pada tingkat: Nasional,

lntemasional;

16. menulis artikel di media massa;

'17. perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan urusan pemerintahan di

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sesuai dengan Perafuran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman

modal;

2. merumuskan usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman

modal;

3. melakukan verifikasi hasil analisis dan bahan penyusunan rancangan norma,

standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;

4. menyusun rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

penanaman modal;

5. menganalisis data dan informasi pengembangan peluang, potensi' dan strategi

di bidang penanaman modal;
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6. menganalisis data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di

bidang penanaman modal;

7. melakukan pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;

8. menganalisis data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro,

kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;

9. menyusun data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil,

dan menengah yang berpotensi unfuk dimitrakan;

10. menganalisis data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman

modal;

11. menganalisis data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di

bidang penanaman modal;

12. melaksanakan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;

13. melakukan simulasi dan asistensi terkait materi diseminasi di bidang penanaman

modal;

14. melaksanakan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap

ditawarkan;

15. menyusun rekomendasi materi, layanan, dan distribusi informasi media promosi

di bidang penanaman modal;

16. nrenganalisis target pengembangan kantor perwakilan luar negeri;

'17. menganalisis target kegiatan dan laporan kegiatan promosi di bidang

penanaman modal kantor perwakilan luar negeri;

18. merumuskan usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada

brum intemasional;

19. merumuskan usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;

20. merumuskan kertas posisi lndonesia terkait isu penanaman modal pada forum

kerja sama;

21. merumuskan usulan substansi kerja sama penanaman modal;

22. menganalisis pengkajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan

kerja sama penanaman modal pada forum intemasional dan kerja sama dengan

dunia usaha internasional;

23. menganalisis penyusunan bahan posisi delegasi Republik lndonesia dan kertas

posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;

24. melaksanakan penugasan untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan atau

perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
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25. merumuskan masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan

kerja sama bidang penanaman modal pada forum internasional;

26. melakukan advokasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal;

27. menganalisis kebutuhan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman bidang

penanaman modal;

28. mengharmonisasikan kepentingan pemangku kepentingan ke dalam substansi

kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;

29. mengidentifikasi manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota

kesepahaman di bidang penanaman modal;

30. merumuskan masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan

kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;

31. mereviu dan menyusun draf final nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang

penanaman modal;

32. menganalisis bahan kegiatan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;

33. menyusun paparan dan naskah kajian diseminasi informasi di bidang

penanaman modal;

34. merumuskan butir substansi naskah penjelasan perjanjian kerja sama bidang

penanaman modal;

35. merumuskan draf naskah penjelasan perianjian kerja sama di bidang

penanaman modal;

36. melaksanakan fasilitasi dan memberikan rekomendasi terhadap kinerja

pelaksanaan berusaha pada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga;

37. merumuskan rekomendasi terkait pengembangan penanam modal ndonesia

yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;

38. menyusun laporan data dan informasi peraturan perundang-undangan di negara

tujuan penanaman modal;

39. merumuskan rencana pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh

penanam modal lndonesia di negara mitra;

40. merumuskan basis data proyek penanaman modal potensial di negara mitra;

41 . merumuskan kertas panduan penanaman modal di negara mitra:

42. melakukan layanan konsultasi dan advokasi bagi penanam modal lndonesia

yang melakukan penanaman modal di luar negeri;

43. menyusun survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal;

44. menginspeksi atau meninjau lapangan fasilitas kepabeanan penanaman modal;
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45. menyusun rancangan naskah keputusan pemberian fasilitas penanaman modal

sektor primer, sekunder, dan tersier;

46. melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan

berkas permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;

47. melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan

berkas permohonan penutupan kantor penarakilan perusahaan perdagangan

asing;

48. melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan

berkas permohonan penutupan kantor pemakilan perusahaan asing;

49. melaksanakan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan

penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;

50. mengolah data dan informasi yang digunakan untuk mendukung fasilitasi

penanaman modal kepada lnstansi Pemerintah dan pemangku kepentingan

lainnya;

51 . melakukan fasilitasi penanaman modal kepada lnstansi Pemerintah dan

pemangku kepentingan lainnya;

S2.melakukan penyusunan bahan pembahasan penyelesaian permasalahan

penanaman modal;

53. merancang fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;

54. melakukan asistensi dan pembimbingan pa,a pihak untuk mencapai

kesepakatan penyelesaian masalah penanaman modal;

55. melakukan inspeksi ke lokasi proyek penanaman modal yang dikawal;

56. menganalisis faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;

57. melakukan klasifikasi dan finalisasi data rencana dan realisasi penanaman

modal;

58. melakukan verifikasi dan/atau validasi data laporan kegiatan penanaman modal

untuk persetujuan atau pengembalian laporan kegiatan penanaman modal;

59. melakukan penyusunan narasi dan/atau presentasi pimpinan instansi di bidang

penanaman modal;

60. menyiapkan pelaksanaan press release capaian realisasi penanaman modal

pertriwulan;

61. menyiapkan pelaksanaan konsolidasi data realisasi penanaman modal;
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sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rebrmasi

Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022, Penata Perizinan Ahli Muda mempunyai tugas

sebagai berikut:

1. melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen syarat Perizinan, Perizinan

Berusaha, dan Nonperizinan;
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62. melakukan reviu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konsolidasi data realisasi

penanaman modal dengan instansi terkait;

63. melakukan reviu dan evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan penanaman

modal di lapangan;

O4. melakukan inspeksi ke lokasi proyek pengawasan fasilitas penanaman modal;

65. melakukan reviu dan evaluasi hasil pengawasan fasilitas di lapangan;

66. menganalisis atas temuan dari lnstansi Pemerintah terhadap pelaku usaha yang

diduga melakukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan ;

67. melakukan inspeksi atas pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha yang telah

dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan

ketiga;

68. melakukan inspeksi atas pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha yang telah

dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan

pertama dan terakhir;

69. melakukan inspeksi atas usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan

dari lnstansi Pemerintah;

70. menganalisis pengenaan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam penyusunan konsep surat pengenaan denda administratif;

71. merumuskan pendapat lnstansi Pemerintah mengenai penanaman modal yang

disampaikan dalam brum tingkat nasional;

72. merumuskan pendapat lnstansi Pemerintah mengenai penanaman modal yang

disampaikan dalam forum tingkat intemasional;

73. mempersiapkan rancangan pengembangan sistem di bidang penanaman modal;

74. melakukan pengembangan sistem di bidang penanaman modal;

75. melakukan integrasi data dan/atau sistem di bidang penanaman modal; dan

76. melakukan pemutakhiran informasi dan/atau data pada sistem di bidang

penanaman modal.



2. menganalisis kelayakan dokumen pengajuan Perizinan, Perizinan Berusaha,

dan Nonperizinan;

3. merumuskan usulan keputusan permohonan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan

Nonperizinan;

4. menganalisis kebutuhan pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan

Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;

5. melakukan pengawasan pengajuan Perizinan pada sistem Perizinan, Perizinan

Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;

6. menganalisis hasil pengawasan sistem Perizinan, Perizinan Berusaha, dan

Nonperizinan terintegrasi ;

7. menganalisis kebutuhan pelayanan sesuai segmentasi pengguna layanan

Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;

8. mendesain area lokasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan, Perizinan

Berusaha, dan Nonperizinan secara bergerak (mobile);

9. menyusun perkiraan kebutuhan biaya keluaran proses Perizinan, Perizinan

Berusaha, dan Non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

10. menganalisis permasalahan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan

Nonperizinan;

11. merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan pelayanan Perizinan,

Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;

12. merumuskan konten informasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan

Nonperizinan dalam bentuk elektronik;

13. merumuskan konten informasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan

Nonperizinan dalam bentuk nonelektronik;

14.merumuskan alternatif penyelesaian permasalahan layanan konsultasi

pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;

15. menganalisis kepatuhan masyarakat pada prosedur pelayanan Perizinan,

Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;

16. menganalisis indeks kemudahan usaha;

17. menganalisis pengaduan langsung pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha,

dan Nonperizinan;

18. merumuskan konsep ren@na tindak lanjut pengaduan masyarakat;
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19. merumuskan konsep penyelesaian sengketa Perizinan, Perizinan Berusaha, dan

Nonperizinan;

20. menganalisis data indeks kepuasan masyarakat;

21 . merumuskan metode pencegahan praktik percaloan pelayanan Perizinan,

Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;

22. merumuskan konsep mutu standar pengawasan berbasis risiko rendah;

23. merumuskan rekomendasi hasil pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko

rendah;

24. merumuskan mitigasi risiko dalam pengawasan Perizinan Berusaha berbasis

risiko rendah;

25. menganalisis pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah

rendah dan menengah tinggi

26. merumuskan instruksi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;

27. menganalisis dokumen pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;

28. menganalisis hasil laporan pendampingan pengawasan Perizinan Elerusaha

berbasis risiko tinggi;

29. merumuskan mitigasi risiko dalam pengawasan Perizinan Berusaha berbasis

risiko tinggi; dan

30. melakukan pengawasan pascaterbit Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020, Perencana Ahli Muda mempunyai tugas sebagai

berikut:

1. memformulasikan sajian untuk analisis;

2. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan

pembangunan;

3. menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;

4. menyusun alternatff dan model hubungan kausallfungsional;

5. menguji alternatif kriteria dan model;

6. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;

7. menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;

8. menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;

9. menyusun perenclnaan program dan kegiatan sektoral;
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"10. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;

'l 1. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil

pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan

12. mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020, Analis Sumber Daya manuasia Aparafur Ahli

Muda mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara;

2. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai

atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan aparatur sipil

negara;

3. menganalisis proses pengadaan aparatur sipil negara;

4. menyusun instrumen/perangkat seleksi pengadaan aparatur sipil negara;

5. menganalisis proses pangkat dan jabatan aparatur sipil negara;

6. merancang dan mengembangkan instrumen, materi dan validasi uji kompetensi

pengisian jabatan aparatur sipil negara;

7. menganalisis proses pengembangan karier aparatur sipil negara;

8. menganalisis proses penyusunan pola karier aparatur sipil negara;

9. mengevaluasi pelaksanaan promosi aparatur sipil negara;

10. menganalisis proses mutasi aparatur sipil negara;

11. menganalisis proses penugasan aparafur sipil negara;

12. mengelola sistem informasi manajemen karier aparatur sipil negara;

13. menganalisis perangkau instrumen pengembangan kompetensi aparatur sipil

negara;

14. menyusun dan memvalidasi instrumen uji/sertifikasi kompetensi aparatur sipil

negara;

15. menganalisis kebutuhan pelatihan aparatur sipil negara;

16. mengevaluasi pelaksanaan pelatihan aparatur sipil negara;

17. menyusun rencana pengembangan individu pegawai (indiviual development plan)

18. menyusun peta strategi (strategy map) unit kerja/organisasi/instansi pemerintah;

19. mengelola kinerja Pegawai;

20. menyusun instrumen pelaksanaan pengukuran kinerja pegawai;
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21. menyusun dokumen penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

22. menganalisis pelaksanaan pendistribusian predikat penilaian kinerja pada unit

kerja/organisasi/instansi pemerintah ;

23. menganalisis tindak lanjut pengelolaan hasil laporan penilaian kinerja;

24. merancang instrumen dan materi uji untuk perbaikan/evaluasi kinerja;

25. membuat catatan/record kinerja pegawai;

26. rnenganalisis proses manajemen kinerja aparatur sipil negara;

27. menyusun indikator kinerja utama (key performance indicator) dan kompetensi

dalam penilaian kinerja aparatur sipil negara;

28. menganalisis proses disiplin aparatur sipil negara;

29. merumuskan rekomendasi penghargaan aparatur sipil negara;

30. menganalisis sistem penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara;

31. menganalisis proses pemberhentian aparatur sipil negara; .

32. menganalisis proses jaminan pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara;

33. menganalisis proses perlindungan aparatur sipil negara;

34. menganalisis proses cuti aparatur sipil negara;

35. mengelola sistem informasi aparatur sipil negara;

36. mengelola pelaksanaan manajemen SDM aparalur strategik berbasis

kompetensi atau talenta/reformasi birokrasi/zona integritas ;

37. mendiagnosis struktur/kelembagaan/ tatalaksana/proses bisnis yang efektif

untuk instansi pemerintah;

38. menganalisis dan menyusun rekomendasi peran, fungsi, kewenangan dan

mekanisme kerja kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian

dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi;

39. menganalisis proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang sumber daya

manusia aparatur;

40. menyusun panduan/naskah akademik kebijakan/regulasi pengelolaan sistem

sumber daya manusia aparatur; dan

41 . melaksanakan asistensi dan konsultasi pengelolaan sistem kepegawaian

aparatur sipil negara/sumber daya manusia aparatur.

28

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

mempunyai tugas sebagai berikut :



1 . menganalisis data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman

modal;

2. menganalisis data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur

dan kriteria di bidang penanaman modal;

3. melakukan verifikasi data dan informasi pemetaan peluang, pobnsi, dan strategi

di bidang penanaman modal;

4. mengolah data dan inbrmasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang

penanaman modal;

5. mengidentifikasi data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro,

kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;

6. mengidentifikasi data dan inbrmasi peningkatan daya saing di bidang

penanaman modal;

7. melakukan verifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang

sehat di bidang penanaman modal;

8. mengolah data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di

bidang penanaman modal;

9. menyusun materi diseminasi informasi bidang penanaman modal; .

10. mengidentifikasi proyek, calon penanam modal potensial, dan pemangku

kepentingan yang menjadi target pelaksanaan penjajakan minat terhadap proyek

penanaman modal yang siap ditawarkan;

11. mengidentifikasi kebutuhan dalam kegiatan penjajakan minat terhadap proyek

penamanan modal yang siap ditawarkan;

12. mengolah data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap

ditawarkan;

13. menganalisis bentuk, materi, dan sarana promosi di bidang penanaman modal;

14. menganalisis saluran layanan inbrmasi dan distribusi media promosi di bidang

penanaman modal;
.15. menginventarisasi laporan pengembangan dan kegiatan promosi di bidang

penanaman modal2022, No.1164 -10- kantor penarakilan luar negeri;

16. menyusun dokumen administrasi yang diperlukan kantor penrvakilan luar negeri

dari kantor Pusat;
.t7. menganalisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman

modal pada forum internasional;
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18. menganalisis permasalahan posisi runding penanaman modal;

19. menganalisis peluang dan tantangan kepentingan nasional di bidang

penanaman modal pada forum kerja sama intemasional;

20. mengolah dan memilah bahan untuk pengkajian pelaksanaan dan evaluasi

perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum

internasional dan kerja sama dunia dengan usaha internasional;

21. mengolah dan memilah bahan untuk bahan posisi delegasi Republik lndonesia

dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman

modal;

22. menganalisis manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama penanaman modal

pada forum kerja sama intemasional;

23. melakukan persiapan pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama

internasional di bidang penanaman modal;

24. melakukan layanan konsultasi permasalahan isu perundingan kerja sama

penanaman modal pada forum internasional;

25. melakukan asistensi pelaksanaan perundingan kerja sama penanaman modal

pada forum intemasional;

26. menganalisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman

modal;

27. menyiapkan dan menyusun draf nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang

penanaman modal;

28. merumuskan butir substansi perjanjian di bidang penanaman modal yang perlu

diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan;

29. merumuskan isu pokok dan strategis yang terkait dengan kesepakatan

perjanjian intemasional di bidang penanaman modal;

30. merumuskan tanggapan pelaksanaan diseminasi informasi di bidang

penanaman modal dari para pemangku kepentingan;

31. menganalisis manfaat dan resiko perjanjian pada naskah penjelasan pedanjian

kerja sama intemasional di bidang penanaman modal;

32. melakukan bimbingan teknis pengisian survei penilaian kinerja pelaksanaan

berusaha;

33. melakukan asistensi terkait penilaian kinerja pelaksanaan berusaha; 2022,

No.1164

34. melakukan seleksi dan penyaringan untuk penentuan nomine;
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35. melakukan tabulasi perhitungan nilai dari paparan nomine;

36. melakukan observasi lapangan penilaian kinerja pelaksanaan berusaha ke

pemerintah daerah dan kementerian/lembaga;

37. melakukan pendampingan kunjungan dalam rangka capacity building bagi

pemenang penilaian kinefa pelaksanaan berusaha;

38. menyusun profil penanam modal lndonesia yang menjalankan kegiatan

penanaman modal di luar negeri;

39. melakukan analisis pengembangan penanam modal lndonesia yang

menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;

40. melakukan korespondensi dalam rangka pertemuan advokasi penyelesaian

permasalahan penanam modal lndonesia dengan seluruh pemangku

kepentingan di luar negeri;

41. melakukan korespondensi dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri

untuk bertukar informasi terkait keberadaan penanaman modal lndonesia di

wilayah kerjanya;

42. melakukan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pertanyaan yang

diajukan oleh pelaku usaha;

43. melakukan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pertanyaan yang

diajukan oleh aparatur lnstansi Pemerintah;

44. menyusun daftar inventarisasi masalah di bidang penanaman modal;

45. melakukan analisis data teknis fasilitas kepabeanan penanaman modal;

46. menyusun ranerngan naskah keputusan pemberian fasilitas kepabeanan

penanaman modal;

47. melakukan analisis data pemenuhan persyaratan fasilitas penanaman modal

sektor primer, sekunder, dan tersier;

48. melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan pencabutan likuidasi dan

nonlikuidasi;

49. melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan pencabutan likuidasi dan

nonlikuidasi dan penyusunan konsep surat kepufusan;

50. melakukan veriflkasi dan evaluasi atas permohonan penutupan kantor

penlrrakilan perusahaan perdagangan asing dan konsep surat keputusan;

51. melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor

perwakilan perusahaan perdagangan asing;
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52. melakukan pemeriksaan kelengkapan pernohonan penutupan kantor penrvakilan

perusahaan asing;

53. melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan penutupan kantor

perwakilan perusahaan asing dan konsep surat keputusannya;

54. mengolah data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan

fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian

permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;

55. mengidentifikasi kebutuhan dalam pelaksanaan fasilitasi penanaman modal

kepada lnstansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;

56. mengidentifi kasi kesesuaian ketentuan persyaratan penanaman modal;

57. menyusun surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan

ketidaksesuaian ketentuan nomor induk berusaha;

58. menyusun surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan

ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;

59. menyusun usulan rekomendasi peningkatan layanan;

60. menyusun risalah penyelesaian permasalahan penanaman modal;

61. melakukan penelaahan permasalahan pelaku usaha yang dikawal dengan

instansi terkait;

62. menginventarisasi fuktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;

63. melakukan verifikasi, evaluasi dan kompilasi data potensi penanaman modal;

64. melakukan inventarisasi data potensi realisasi penanaman modal, dana

dekonsentrasi, kondisi geografis, dan indeks fiskal daerah perprovinsi;

65. melakukan penyampaian informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian

laporan kegiatan penanaman modal pada pelaku usaha melalui berbagai media

komunikasi;

66. melakukan kompilasi dan penyajian data laporan kegiatan penanaman modal

yang telah disetujui;

67. melakukan penyusunan konsep surat penyampaian informasi capaian realisasi

penanaman modal pertriwulan kepada Presiden, wakil Presiden, kepala daerah,

atau pimpinan instansi;

68. melakukan kompilasi bahan press release data realisasi penanaman modal;
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69. menyampaikan informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian kantor

perwakilan perusahaan asing, kantor peruakilan 2022, No.1164 perusahaan

perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi

impor pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;

70. melakukan verifikasi dan/atau validasi data kantor penivakilan perusahaan asing,

kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi

asing, laporan realisasi impor, dan laporan lainnya untuk persefujuan atau

pengembalian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan

perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan

laporan realisasi impor;

71. menyusun bahan konsolidasi data realisasi penanaman modal perdaerah;

72. melakukan penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan

dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

73. melakukan inspeksi ke lokasi proyek dalam rangka pengawasan perizinan

berusaha berbasis risiko;

74. melakukan penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan

dilakukan pengawasan fasilitas;

75. menyusun konsep surat peringatan kesatu, kedua, ketiga, atau pertama dan

terakhir;

76. menyusun konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar

peringatan ketiga;

77. menyusun konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar

peringatan pertama dan terakhir;

78. menyusun konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha

atas dasar peringatan ketiga;

79. menyusun konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha

atas dasar peringatan pertama dan terakhir;

80. melakukan reviu dan menyusun konsep surat pencabutan atau pembatalan

perizinan berusaha;

81. menganalisis materi kerangka acuan keda di bidang penanaman modal;

82. menyusun kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal; dan

83. mengidentifikasi pengembangan sistem di bidang penanaman modal'



2.1.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

> Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Denpasar sebanyak 178 orang. Terdiri dari FNS sebanyak 54 orang,

PPPK sebanyak 66 orang dan Non ASN sebanyak 58 orang . Adapun rincian

sumber daya manusia dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel2.1

f abel 2.2

Tabel 2.3

Golongan lVc rvb lVa iltd lllc ilb llc tx vI V

1 3 4 23 4 12 2 5 1 58 2 6

Non ASN sebanyak 58 orang dengan rincian sebagai berikut

1. Administrasi

2. Sopir

3. Tenaga Kebersihan

4. Tenaga keamanan

6 orang

5 orang

25 orang

22 orang

Jenis Kelamin PNS PPPK NON ASN Total

Laki-laki 22 41 44 107

Perempuan 32 25 14 71

54 66 58
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Tabel 2.5
Pencapaian IKU dan IKK Dinas Penananaman Modal dan PTSP Kota Denpasar

lndllrtor xin€4a sa{al
T0tes dan fun$l PO

Target
NSP(

Tartet
trx

TaEa
tndllrt

Tartet R.nstr. Pcr.n*at Da.rth t hun R€€liraii caprla^ tahun

2020 2021 7022 2023 2024 2020 2021 2021 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2021

(2) l3) (4) (5) (5) (7) {8) (9) (10) (u) {121 (13) {14) lrs) (15) {u} tr8) (19) 120)

lefiadap kualitas

dan plnanaman modal

m.ryi.l.t )

Nllal60 NIl.lE0 NlLl87,87 tll.l a7,8t lbl
87,91

Nilri 87,85 t{i1.i80,34 l{ilai85,03 Nll.l 89,74 ll.r93,r0 r09,8! 10o,a2 96,84
*

102.10
*

r05.9
0x

tlnd.ld.njul
,ln8aduan mtsy.raktt

90% loo % l1l,t1
%

Perrlntase kas.tuaian
w.ktu pamrosesan izin

dlb.ndlntkan denSan

E0% ltt,7%

dalam l tahun

3 medl! 100 %

penhtkalan jumlah

invcator luar tlaerah dr

xota 0anp6rr

P.nllal.t
62X n 165s %

Parsantate panulunan
palan3!rran tarhadap
k.bU.krn
pananan!mrn mod6l,

5X n,ta%

P.nlnd
.t h2x n2X trn2x

Panlnllat
.n 2X

^2%

P.nlntkli
rn2tG 7ts,n x 22,57 %

PGrlntl.t
n 19,8, 9(

P6nlnStrbh
s9,79,6 n 67,E8 %

993,5 2989,5
x

3.394
%

lndck5 pclayan.n publil 11.14,35 ltd 4,40 Nll.l4,64 Nll.l4,E9 ll.l4Pl 106,55 111,14
%

r00,2
0x

36

2.1.3.Kineria Pelayanan

92,$ %

Nll.l4,90



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penananaman Modal dan PTSP Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian Ang8aran pada tahun Realisasi ang8aran pada tahun Rasio antara realisasidan anggaran tahun Rata rata
perturrbuhan

zo20 202L 2022 2023 m24 2020 2021 2022 2023 2024 2020 202t 2022 2023 2024 AnBgaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (s) (6) (7) (8) (s) (10) (11) (12) (14) (1s) (16) (17) (18)

rlcrriur cnarpm rrnhrlen
l ilh!/InrllifDtbid.tS
Lur.rrtr MorU r.b!
M.trj.di Ke.,rs.n Dr.nh

102.560.000 102.100.000 99,45

Strb l.d.r.n P.n.l.Drr
x.bij.Ln Dr.rdr M.nsrtri
P.ob..l& F$ h! / ltr*nlil
dD Kanldrhr Pd.n.o..

102.660.t10{t r02.100.000 99,/15

K.girutr P.obr.t.n Lh 113.990,0r)0 110.774.950 201.410.000 110.045.000 110,598.950 200.9r0.000 96.54 99,84 99,75

Srb K.d.t.tr P.ryu!un.,
n n..r UtuD P.n.rorn
Mo&l Dr.nl' i(lbup.i.. /

110.774.950 99,84

-tr-Fxogimnrciyr",a.trau
Pol.nd lnvErrii Inblp{tr /

201.410.000 200.910.000 99,75

?t d.l!tr .!y.l.nl8.n.!
?ronori P.n.ntn.! Mott l
y.ry h.nl.di l( ..rngrr
Dr.rh Xd{pil.n/Kotr

45.468.000 38.946.820 4a_504.000 305.59r.970 37.r(x.820 95,91 95,28

Suh l.d.t'tr P.ryurun.!
Strrt d Fromdl r.nri.o.tr

45.45E.000 95,91

srb (.gtrr.n P.l.ln.fi
l(.gl.io Prorori P.o.nM!tr

324.511.050 38.946.820 305.597.970 37.105.820 95,28

P.l.k rD.rr P...n.nr.
:t43.020.840 412.352,000 354.700.000 582.619.000 385,762,000 354.238.r)00 578.999.000 9t,71 93,79 99,87 99,3a

Sub KAltlrr Ko.dlnsl .trr
SlnlDlr.rl P.6bin..n
Pdrl{nnr L!rn.or!

201,965,440 238.579.400 194.S25.(x)O 183.228.04{) 219.070.000 194.288.000 90,72 91,78 99,88
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94,14
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Realisasi anSSaran pada lahun Rasio antara aeallsagi dan an88a€n tahun Rata rata
pertumhrhan

AnSSaran pada t run

2023 m24 2020 2021 2022 2023 2024 2020 202t 2022 2023 2024 AngSaran Realisasi2021 20222020

Uraian

(6) (7) (8) (e) (10) (11) (13) (14) (1s) (16) (17) (x8)(4) (s)(2) (3)(1)

85.392.00087.392.000Srb K.Xnt.n P.rrdd.ntr
P@r.Ln.tr d.tr E.Eh.l.tr
yrn! dlt.d.pi P.l.lo trh

89.2@.000 167.692,000 159.950.000 94,94 96,56 91),86't13.512.2@ r60.175.0009:1.950.000sob lftahl.r x@rdlod d.n
iinlrolltnl F4rr.r.t
p.lrt ...n p.!.uh.r

317.922.000 99,2L320.it42.00sub L.ir.tt! ahbl!8lt
T.hn X.r.d. Ptl.lu tri.h.
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Realisasi anS6aran pada tahun Rasio afiara reClsasi dan an8garan
tahun

Reta rata
pertumbuhan

AngSaran pada tahrn

2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi2023 2024 2020 2021 2022 2023 20242020 202t

Uraian

(6) (7) (s) (10) (12) 113) 114) (1s) (16) (17) (18)(4) (s)t2l (3)(1)

1l.600.o@ rr8,9129.850.000

P6.!td! Mo.bl D..9.
Irn&i t ..rtrd Ir.!

76,55163m.0@,1.!20.tm

97,74201500.000210.250.000

100113.200.000113.200.000K.il.l.r P.trr.L.l[.o.
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Uraian AnSSaran pada tahun Realisasi anSSaran pada tahun ksio antara realisasidan anSgaran tahun Rata aata
pertumbuhan

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 202! 2024 2020 2027 2022 zo23 2024 AnSgaran Realisasi

(1) (2) (3) (4| {s} (6) t7) (8) {e} (10) (11) (12) (13) (14) {1s) (16) (17) (18)
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Slh rqi.r.! P.rr.dllri ,r,120.0@ t7,320.@0 85,1$.0q1 55.@.@0 ,7.320.000 93,39
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40

100



2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

> Tantangan

a. Lemahnya koordinasi antar OPD.

b. Ketidaksesuaian regulasi pusat dengan regulasi daerah.

c. Adanya keengganan masyarakat dalam memberikan penilaian yang

obyektif dalam survey pelayanan publik ( SKM ).

> Peluang

2.1.5 Program lnovasi tahun 2020 -2024

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menciptakan produk inovasi

untuk kemudahan pelayanan kepada masyarat.Adapun produk inovasi tersebut

yaitu :

fi
$i

1

Sistem ini drgunakan untuk

mengetahui potensi investasi

dengan melakukan pendataan dan

pemetaan terha&p usaha mikro

kecil dan menengah di Kota

Denpasat

4L

a. Tingginya minat investasi pelaku usaha.

b. Penyerahan kewenangan penandatanganan pelayanan perijinan.

c. Online Single Submission ( OSS ).

SIPOIN
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Masih a&nya oesyarakat yang belum
mampu menggunakan sistem teknologi
untuk mengupdate data permohonan
[s delam sistem OSS dan adanya

kslrlalq dari masyatakat yang belum
mempunyai sefana komputer dalam
mengajulan perrnohonan periiinan
melahli sistem OSS.

E

Es

Adapun jenis PelaYanan Yang
dilaksanakan Yaitu :

! Memberikan informasi
terkait pelayanan Perizinan
berusaha

L Memberikan
pendamPingan dalam
pemrosesan perizinan
berusaha

F Memberikan bantuan

Pendaftaran Perizinan
melalui OSS

42

S IPENARI

SIMPATIK

SIPTNAKI

=-# -:

Dengan a&nya pemrasalahan te$ebut,
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
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4 APLIKASI CHASSIE

ssar in. bap.vibu !.<tanc rertEbrhe
dao6n ch.r A..l.t .r or.a.

Kors oehp.s6,6tau t i3a d'pangcril

crBs* Brrya r>5e€pa lnlormasi
y&9 t i66 d'p'l r, ae'ibga d6par
rcmbanlu tr.pavrbu rcndap.lkan
in'orrusi F.s drr'duhrEn r; e

sibhr6n pilih mdu dit Ewat' ini :

Ct - 'nrdmNi 
Par.in.n Kor.

t3 . 
'nrorl'Es' 

Mlr P.br8n.n

E, . lotorrooi aorikasi Psizifrn
l8 e hrorrusi Kar,2o2o
G . lnr6'rus' xdral(
€3 o rnrdres' LkPM (Lar-.*
xed.n Psan.rE- Modrr)
lE;) . r.*x.ne sFrefi (c€r srarus

13 o rnpd xd3oh$YPanlFduan

srnbrGn kdrr N@ )..^0 drpll'ar ! /
2!3/at5/6/7tO

o (o

Sistem chassie ini menggunakan media
whatBapp sehingga mudah digunakan
dan jangkauannya kepada masyarakat
sangat luas dlkarenakan sebaglan b€sar
masyarakat memanfaatkan aplikasi
whatsapp untuk mengirimkan pesan text
suara ataupun Pesan gambar/video

Sistem dapat berlalan secara otomatis
selama 24 jam dan apabila ada
konsultasi/pengaduan yang masuk
melalui chassie ini maka konsultasi /
pengaduan tersebut akan otomatis
diteruskan kedalam group whatsapp da.i
tim pengaduan DPMPTSP. Hal ini akan
mompercepat respon p€tugas dalsm
menanggapi konsultasirpengaduan dari
masyarakat dan mempemudah
koordinasi dalam tim pengaduan.

5 SMART OFFICE

Sbtem Smart office ini juga berfungsi
untuk mengintegrasikan sistem yang

dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dengan konsep Single Sign On (SSO)

sehingga tidak perlu memasukan

username dan password (login) setiap
aksn membuka aplikasi yang ada.

Sistem smart office ini terintegrasi
dengan whatsapp gateway (lnovasi
Chassie) sehingga msmungkinken
sistem untuk menyampaikan
notifikasi proses yang teriadi dalam
sistem kepada pengguna yang dituju
melalui pesan whatsapp.
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6 SEMETON DENPASAR

CHASSIE

\t/ a CDI TAL

ltbhih : http//perijinan.denoasarkota.qo,id

M EMAI(g]tfrALI(AItI PELJAYANAN ON LI NE
DAI-AM IIIEBSilTE:
1, Slf,EtG adalah sistem adikasi berbasis web yang didesain untuk rEmberikan

kemudahan pelalranan kepada masyaralGt, khususnya dabm layanan PEIG

dan SLF.

2. ATANT|K CLOUD merupakan singkatan dari Apgkasi Cerdas Layanan
Perizinan Terpadu untuk Publik beruPa system cktud yang dapat digunakan
oleh instansi pemerintah secara online Perizinen Nakes & Non Perizinan
lainnya.

3. Oss adalah sstem yaqg mengintegrasikan 3eluruh pclayanan perizinan
berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang dibkukan secra
elektronik-

1. LM CHATUT EBSITE aclalah memberikan pekayanan dan konsultasi melalu'
ap[kasi Chating yang terdapat pada Website DPMPTSP Kota DenPasd'

5. SIPOIN (STSTE INFORMASI POTENSI INVESTA9) adalah sistem vang
bernrngsi mendata dan memetakan UMKM yang berpotensi untuk
bermitraus*ra dan I€a memberikan inforrnasi mengenai Potensi investasi di
Kota Denpasar.

G. cHASsE merupakan salah sahl inovasi yang memanfaatkan VvlratsaPp
Gateavay (Chatbot) untuk memberikan kemudahan dalam meberikan informasi
perizjnan, LKPM. trasking system dan konsultasi/ pengeduaan.

7. fPP Dbatat rrErupd(an penyElenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi
melalui lptikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional untuk memberikan
kemudahan, kecePatan, keterjangkauan, kenyamanan dan keamanan bagi
p€ngguna layan.n (untuk saat ini hanya sebatas SIP Tenaga Medis / Tenaga
Kesehatan)
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2.2 Permasalahan dan lsu strategis

2.2.{ Permasalahan

l.RPJMN 2025-2029

Berdasarkan evaluasi paruh waktu RPJMN tahun 2020-2024, terdapat

beberapa agenda pembangunan yang dinilai memiliki indikator dengan kiner.ia

stagnan / menurun / moderat.Agenda pembangunan tersebut antara lain :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan

berkeadilan.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin

pemerataan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan

pelayanan dasar.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan

perubahan iklim, memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi

pelayanan publik.

Dari agenda pembangunan tersebut maka ditetapkan isu strategis yang relevan

dengan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Denpasar yaitu Belum optimalnya transformasi pelayanan publik.

2. Renstra K/L

Terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan BKPM

Kementerian lnvestasi dan hilirisasi dalam pecapaian target kinerja

pertumbuhan ekonomi lndonesia pada periode 2020-2024 antara lain :

Rt /
dan

l. lndonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

2. Terjadinya stagnasi dan perlambatan pertumbuhan dunia.

3. Penurunan global trade volume dunia yang diperkirakan akan terus berlanjut.

4. Daya Tarik investasi negara-negara peers khususnya menarik relokasi

investasi dari perusahaan-perusahaan tiongkok.

5. stok infrastruktur lndonesia meningkat tetapi masih dibawah negara-negara

lain seperti cina.

6. Belum optimalnya performa system logistic di lndonesia.
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7. Tren lncremental Capital Output ratio ( COR ) yang meningkat .Hal ini

menunjukkan bahwa investasi belum terlalu efektif mendorong PDB.

8. lnvestasi tidak menunjang produktivitas karena foreign Direct lnvesment

( FDI ) yang masuk ke lndonesia relatif lebih rendah dari negara lain.

Berdasarkan permasalahan yang ada , baik dari aspek yang ada di dalam

negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis

terkait penanaman modal antara lain :

1. Melambatnya pertumbuhan penanaman modal.

2. Penanaman modal yang belum berkualitas.

3. Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor yang

diinginkan.

3.lsu Strategis Provinsi Bali

lsu strategis provinsi Bali yang termuat dalam RPJPD Provinsi bali tahun

2025-2045 menggambarkan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam

perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan pemetaan masalah yang telah

dilakukan, didapatkan isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.

2. Rentannya ketahanan perekonomian Bali.

3. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan.

4. Ancaman stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat.

5. Tergerusnya tradisi, seni, adat dan budaya.

6. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

7. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pembangunan.

4.Laporan KLHS RPJMD 2025-2029

Kota Denpasar telah memiliki Rencana detail tata ruang ( RDTR ) pada

semua wilayah perencanaan yang telah terintegrasi dengan sistem OSS RBA

sehingga penentuan fungsi kawasan maupun zonasi sudah dapat ditentukan

secara cepat dan transparan .lsu strategis dari dokumen perencanaan yang ada

maka direkomendasikan isu strategis KLHS dalam mencapai tujuan dan sasaran

yaitu : Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan publik.
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2.2.2 lsu Strategis

Tabel 2,7 lsu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

POTENSI DAERAH
YANG MENJADI

KEWENANGAN PD

PERMASALAH PD ISU KLHS YANG
RELEVAN DENGAN

PD

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN
DENGAN PD

ISU STRATEGIS PD

GLOBAL NASIONAL RECIONAL

lndeks Demokrasi Belum optimalnya
sarana dan prasarana
pelayanan publik

Konflik antara
negara-
negara di
dunia

Kejadian luar
biasa seperti
Tsunami,gempa
bumi,banjir dll

Belum optimalnya
transformasi
pelayanan publik
wilayah Jawa-Bali

Belum optimalnya
penyelenggaraan

investasi di Kota
Denpasar

Belum adanya peta dan
informasi potensi serla
rencana induk investasi yang
jelas

Belum optimalnya
pelayanan publik.

Belum optimalnya
pengendalian pelaksanaan
penanarnan modal

Belum optimalnya
pemanfaatan
teknologi untuk mendukung
pembinaan daya saing
investasi

Belum optimalnya kesadaran
masyarakat dalann
memberikan penilaian survey
kepuasan masyarakat
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Belum optimalnya
penyederhanaan birokrasi dan
prosedur pelayanan publik



3. 1 Tujuan

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan

jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna

mendukung pencapaian Visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025-2029
.. KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU

BERTANDASKAN NILAI-NILAI NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI " penjabaran

lebih konkrit untuk mendukung visi pembangunan dituangkan dalam misi

pernbangunan Kota Denpasar f ahun 2025-2029 sebagai berikut :

't . Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan

Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan .

2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas,

Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana .

3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi

Birokrasi menujuTata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good

Governance).

4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan lnovasi

Menuju Kesinambungan Pembangunan BerbasisTri Hita Karana .

5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan

Kebudayaan Bali.

Mengacu pada misi pembangunan yang peftama dan ketiga, maka

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar menetapkan tujuan yaitu:

Optimalnya penyelenggaraan investasi dan pelayanan publik di Kota

Denpasar.
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3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota

Denpasar Semesta Berencana Tahun 2025-2029 Ditetapkan 15 sasaran antara lain :

1. Meningkatnya kualitaspendidikan

2. Meningkatnya kualitas kesehatan

3. Meningkatnya pendapatan masyarakat

4. Berkurangnya kemiskinan

5. Terkendalinya keamanan dan ketertiban Umum

6. Meningkatnya ketahanan pangan

7. Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana

8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

9. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

10. Meningkatnya lnovasi Daerah

1't . Berkurangnya Pengangguran

12. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektifitas antar wilayah

13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

14. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

15. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan

1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dengan ditetapkannya Tujuan dan sasaran diharapkan dapat mendukung visi

dan misi pemerintah Kota Denpasar. Adapun Tujuan, sasaran beserta indikator

dapat dilihat pada tabel berikut :
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Mengacu pada sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat dan

Meningkatnya Kuatitas Pelayanan Publik pada RPJMD Kota Denpasar Semesta

Berencana Tahun 2025-2029 , maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota

Denpasar menetapkan sasaran yaitu :



Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renotra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpaoar

(121(s) (10) (rr)(6) (7) (8)(5)(4)(3)(2)(r)
100 %100 0/o 100 0k r00 %loo o/o 100 %Perrentalo

ponyolsnggaraan
lnve3tasl den
pelayrnan publlk
d6ng8n mutu
polayanan sangal
bslk

100 %Optlmalnya
peny€lenggarsan
lnvostasi dan
pelayansn Publlk
dl Kots
Oenpaaar

NSPK :

Pslayanan
penanaman
modrl, perizinan
dan non
parlzlnan
bed.bn efektif ,

ollslen dan
selueld€ngan
ltsndar yang
dltetrDkan

Penlngkatan
6 '/.

Penlngketan
5%

Penlngk.trn
2 olo

Ponlngkatrn
6.h

Penlngkrt n
50h

Penlngl.tan
60h

7.150.702.108.806
( Ponlngk.t n
07,88 % deil

raallssal
lnve3teslEhun

2023 |

Por3entaae
penlnOketan Jumleh
r"allsasl lrwestaal
dl Kota d6nparar

1. Moningkatnya
lumleh nllal
lnvBtarl dl
Kota
Denpaaar

Sasaran
Menlngkatnya
pendapatan
masyarskat

Nllal 93,40Nllal 93,25 Nllai 93,30 Nllai93,35Nllal 93,15 Nilal 93,20Nllai 93,102. UenlBgketnya
ku.litaE
polayan8n
publlk

Nilalsurvey
kepuaaan
maayatekal

SSsaran
enlngkatnya

kualltsr
polayenrn
publlt
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3.3 Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-

langkah / upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis

untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

Strategi yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya,

tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan

dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Denpasar. Penahapan Rencana Shategis dapat

disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

TAHAPT(2026) TAHAP (2027) TAHAP nl ( 202t ) TAHAP tV ( 2029 ) TAHAPV(2030)

(l) (2) (3) (4) (5)

1. Mendorong

tumbuhnya

investasi

2. Mengoptimalkan

pelayanan

publik secara

prima

3. Mengoptimalkan

sumber daya

4. Menentukan

program,

kegiatan dan

sub kegiatan

1. Mendorong

tumbuhnya

investasi

2. Mengoptimalkan

pelayanan

publik secara

prima

3. Mengoptimalkan

sumber daya

4. Menentukan

program,

kegiatan dan

sub kegiatan

1. Mendorong

tumbuhnya

investasi

2. Mengoptimalkan

pelayanan

publik secara

prima

3. Mengoptimalkan

sumber daya

4. Menentukan

program,

kegiatan dan

sub kegiatan

1. Mendorong

tumbuhnya

investasi

2. Mengoptimalkan

pelayanan

publik secara

prima

3. Mengoptimalkan

sumber daya

4. Menentukan

program,

kegiatan dan

sub kegiatan

1. Mendorong

tumbuhnya

investasi

2. Mengoptimalkan

pelayanan

publik secara

prima

3. Mengoptimalkan

sumber daya

4. Menentukan

program,

kegiatan dan

sub kegiatan



3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja

yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat

daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Denpasar.Adapun arah kebijakan Rencana

Strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

OPERASIONALISASI
NSPK

ARAH KEBIJAKAN
RPJMD

ARAH KEBIJAKAN

RENSTRA PD

KET

(1) (2) (4) (3) (5)

I Jumlah investasi yang

meningkat

Menguatkan iklim

investasl

1. Menyusun peta /
informasi potensi

investasi

2. Pemberian Fasilitas /
lnsentif di Bidang

Penanaman Modal

3. Memaksimalkan promosi

penanaman modal

4. Memaksimalkan

pengendalian

penanaman modal

lndeks kepuasan

masyarakat

Meningkatkan efektifitas

pelayanan publik di

perangkat daerah

1. Penerbitan izin tepat

waktu

2. Kompetensi SDM

3. Sarana dan prasarana

pelayanan publik yang

memadai

4. Mengoptimalkan
penanganan konsultasi

dan pengaduan

masyarakat

5. Optimalnya sistem

informasi pelayanan

publik

6. Menciptakan inovasi

setiap tahun
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor '13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi

dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya dan menindaklanjuti

penyesuaian nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

sebagaimana termuat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1-

2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan lnventarisasi

Pemutakhiran Klaslfikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),

barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan ( rnpul ) untuk

menghasilkan keluaran ( out put ) dalam bentuk barang/jasa.
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Tabel 4.1

Program / Kegiatan / Sub kegiatan Renotra Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

Persentase penyelenggaraan investasi
dan pelayanan publik dengan mutu
pelayman eangat baik

Optimalnya
penyelenggara

an investasi

dan peleyanan

publik di Kota

Oenpasar

NSPK: Pelayanan
penanaman modal,
perizinan berusaha dan

non perizirEn berjalan

efektif , efisien dan

sesuai dengan standa,
yang ditet+kan

Perser ase peningkatan jumlah

realisasi investasi di Kota denpasar
1. Menhgkalnya

jumlah nilai

investasi d
Koia
Denpasar

'1. Saseran

Meningkatnya
pendapatan

masyarakat

Peta lokasi potengi investasi yang

dmanfaatkan oleh invegor
1. Program Pengembangan lklim

Penanaman Modal
Meningkatnya
kemudahan
berinvestasi

Kegi8tan penetapan pemberian

fasililaS / ins€ntil di bidang penanaman

modal yang Menjadi lcwenangan
Daarah K&upaten / Kota

Dokumen Penatapan peraturan drrah
p€mberian fasilitas / in8€ntif di bidang
psnanaman modal lepat waklu

Sub Kegiatan fasilitasi kemilraan yang

dilakukan oleh Pemerintahan
Kabupaten / Kota

Dokumen Jumlah kesepakatan kemitaan antara
6aha besar (PMA/PMDN) dengEn
UMKM di DErah

Dokumen Jumlah rekomendasi kebijakan sektor
LBaha yang regulGinya diharmonisssi
tarkait perizinan berusaha berbasis
rasiko

Sub Kegiatan rekomendasi kebijakan

sektor usaha yang regulasinya
diharmonisasi terkail perizinan

berusaha berbasis resiko
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Laporan Psnyusunan laporan peta pol6nsi
investasi dan peluang usaha di Kota
Denpsar tspat waklu

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi

lnvestasi Kabupaten/ Kota

Dokumen Jumlah Daerah yang telah
dlaksmakan pemuktahiran data
potensi invastasi

Sub Kegiatan Pemuktahiran Data
Potensi lnvestasi Oaerah Pada sistem
PIR ( Potensi lnvostasi Regional )

Dokumen Jumlah dokumen peta potensi inveslasi
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Peta

Potensi investasi Kabupaton / Kota

Persentase peningkatan jumlah

investor di Kota Denpasar
2. Progrtn Promosi Penanaman

Modal
Meningkatnya promosi
penanaman modd

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi

Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah labupaten / Kota

Laporan Jumlah laporan promosi investasi }/.ang
dlaksanakan setiap tahun

Dokumen Jumlah doktrnen hasil kogiatan
promosi penanaman modal

Kabu paten/Kota

Sub Kegiatan Pelakssnaan Kogiatan

Promosi Penanaman Modal Daerah

Kabupaten/Kota

DokJmen Jumlah dokrmen strategi promosi
pananaman modal Kabupaten / Kola

Sub Kegiatan Penyusunan Strategi

Promosi Penanaman Modal
Kewenangan Kabupaten / Kota
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Persentase perusahaan yang sudah
melaporkan LKPM ( Laporan Kegiatan
Penaneman Modal ) tepat waktu dan
sesuai standar

3. ProgramPengendalian
Pelaksanaan Penanaman modal

Terkendalinya
pelaksanaan
penanaman modal

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal Yang Meniadi

Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota

% Persentase kegiatan pengendalian

penanaman rnodal dari proses
pemantauan, pembinaan dan penga$,/asan

Jumlah pelaku usaha yang mengikuti

bimbingan teknis / sosialisasi implementasi
perizinan berusaha berbasis resiko dan
pengawasan perizinan berusaha berbasis
resiko

Sub kegiatan Bimbingan Teknis
Kepada Pelaku Usaha

Pelaku
usaha

Sub Kegiatan Pengawasan
Penanaman Modal

Kegiatan
usaha

Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha
yang telah dianalisa dan diverifikasi data ,

profil dan informasi kegiatan usaha dari
pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta
dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan
pelaksanaan perizinan berusaha

Nilai survey kepuasan masyarakat2. Meningkatnya
kualitas
pelayanan

publik

2. Sasaran
Meningkatnya
kualitas polayanan

publik

Persentase penerbitan perizinan b€trusaha
dan non perzinan tepat waktu

4. Program Pelayanan Penanaman

Modal
Meningkatnya
perizinan berusaha

berbasis risiko

56

NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG

RELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOIVlE OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB
KEGIATAN

KET



Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non
Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu
Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi
Kewenanqan Daerah Kabupaten / Kota

Laporan Penyusunan laporan penanaman modal,
perijinan dan non perijinan tepat waktu

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan

Pelayanan Perizinan Berusaha rnelalui

Sistem Perizinan Borusaha Berbasis Risiko

Terintegrasi secara Elektronik

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan

Perizinan Berusaha m€lalui Sistem Perizinan

Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elekfonik

Pelaku

usaha

Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan

Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Pelaku

usaha

Jumlah pelaku usaha yang memperoleh
layanan konsultasi perizinan berusaha
melalui sistem perizinan berusaha berbasis

risiko terintegrasi secara elektronik

Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi,

dan pelaporan di bidang Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko

Kegiatan
Usaha

Jumlah kegiatan usaha yang mendapat
pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perizinan berusaha

berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten /
Kota bad Kogiatan Usaha dari Pelaku Usaha

Persent6e pemanfaatan data oleh

stakeholder
5. Program Pengplolaan Data dan Sistem

lnformasi Penanaman Modal
Meningkatnya
pemanfaatan data
dan informasi
penanaman modal

%

Kegiatan Pengelolaan Data dan lnformasi
Perizinan dan Non Perizinan Yang
Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten /
Kota

% Psrsenlae pengembangan sistem informasi
pelayanan penanaman modal, perizinan dan

non perizinan

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan

Pemanfaatan Data dan lnformasi Perizinan

dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan

Perizinana Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik

Dokumen Jumlah data dan intormasi perizinan dan non
perizinan berbasis sistem pelayanan
perizinan berusaha terintegrasi secara
elsktronik yang diolah, dikaji dan
dimanfaatkan
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Meningkatnya
layanan
kes6kretariatan

Per€entase pemenuhan layanan
ke8ekretadatan

6. Program Penuniang Urusan Pernerintahan
Daerah Kabup€ten / Kota

Bulan Pamenuhan kabuluhan gdi dan tun angan
ASN

Kegiatan Adninislrasi Keuangan Porangtat
Daerah

Orang /
bulan

Jumlah orang yang menerima gajidan
tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaii dan Tunjangan
ASN

Tahun Pemenuhan kebutuhan administrasi
kepegau/Bian perangkat daerah

Kegialan Administrasi Kep€gawaian
Perangkat daerah

Paket Jumlah paket pakaian dinas bese(a Atribut
kelengkapannya

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya

Orang Jumlah pegawai berdasartan tugas dan
fungsi yang mengikuti pendidika dan
pelatihan

Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan
pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Bulan Pernenuhan kebutuhan administrasi umum
perangkat daerah

K6giatan Administrasi LJmum Perangkal
Daerah

Paket Jumlah paket komponen instals8i listrik /
ponerangan bsngunan kantor yang

disediakan

Sub Kegiatan Penyediaan Kornponen lnstalasi
Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Paket Jumlah paket peralatan dan perl-.ngkapan

kantor yang di6ediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkap,l kantor

Paket Jumlah paket peralatan rumah tangga yang
disediakan

Sub Kagiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

III
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Sub Kegielan Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Jumlah barang celakan dan penggandaan
yang disediakan

Paket

Sub Kegiatan Peoyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang Undangan

Dokumen Jumlah dokur'nen bahan bacaan dan
peraluran perundang-undangan yang

disediakan

Kegiatan Jasa Penuniang Urusan

Pemerintahan Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan
pelayanan administrasi perkanloran

%

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah laporan penyediaan jaa
komunikasi, sumb€r daya air dan listik yang

dtsediakan

Laporan

Sub Kegiatan
Umum Kantor

Jasa PelayananLaporan Jumlah laporan penyediaan .iasa pelayantl
urnum kantot yang disediakan

Kegidan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pamerintah Daerah

Pemenuhan kebutuhan barang milik daerahBulan

Sub Kegiatan Penyediaan jasa
Biaya Pemeliharaan, Pa,iak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Unit Jumlah kendaraan dinas operasional stau
l+angan yang dipelihara dan dibayarkan
pajak dan perizinannya

Sub Ksgialan Pemelihsraan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor alau
Bangunan Lainnya

Unit Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor

alau bangunan lainnya yang dipelihar€/
daehalilitasi
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Tabel 4.2
Rencana Program I Kegiatan / Sub kegiatan dan Pendanaan

(14)(10) {tl) l12l (13){5) (7) lE) {e)t4) (r){3)t2)(1)

SIDAI{G U6UTAI{ PINANAMAI{ MOOAT

2to.6114.453:t01.!r1,595 221,5:L.!051a5.412.0@,'.i. LLd ,.i.rd Lrrd ,.,r &rrth.n fi o{.nPrea.m Ps'a.n5.na.n lrld P6.n

95,543,46363,0O0,00045,!8,@O,.n i.prn P.rnsr.h O-ttt Phttrl.n Frdnnt /
thnntil dl Bld.na hh.nl.n- Mod.l t p.t w*lu

il.drnn P!na.p.. P.mb. .n t.rlllt r/
tnxndl dl llrhlB P.n. . Mod.l Y.nt
M.nldr(.{ lt.n D..r.h (.b!r.i.n /

80,6{8.1l5375,5!4.:tO5lrml.h laD.lla. l.6hi-n .r.t d E n 16.,
PrirDi/D l rhnr.n UMr dl oP.h

$b kaLan tdftrd r.6ill$ tal.
drbilt n ol.n P.d.lnLhr. rr!sr.t0 /

ls,00o-ooo 15,000.0003.0@.0@ 10,000.@rrihh {rom..ad r.UFLn xlt r ur.h. ,.nt
tulrdny. 4h..n3$.tl dolt P..r!hrn b.rurh.

Sob (.ahr.n i.loh!nd..r Lb[.*.n r.ltof
!.h. y.lt rnul.drF dlh.mln,
t rl.h,.irrl h lrEu{h. aGbnb i.r*o

la5.@o.crD2!t.9rr,595 rt6,m,@o101.!&.@otkyvue htod ,.r. PoL.d ld..t .l dln
,.lu.nt roh. dl xdr Drnr..r l.tt- Mttu

r.dtr. Pfbur- 
'trn 'El.i{ 

tnv.tt d

u1,97r.695lnlrh or$ y.fi t hh .l(.tud.n Fmd.lrhhnxatl.r& P.mult ht& D.L Potc tl
Da.h P.rb rrn.m Pri I P.!.nil

l.t_@o@o 145.0@.000l!5.m0.(mmr.I&.@0rid.hd.lI n,rt hdtnidtu! r.tt... ,.nws.^ P.lr ,otmi
hr.arl x.blr.l.'r / roD
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(7) (8) {e) {10) 111) (r2) (13) 114)t3) (4) {5) (6){2)(r)

,ta.Olr.'ral 4r5,268.90'i. rri r F.nlnrrri.n lunhh i.r.toi d lGtProtdm t,o@, t.n.nm. Mod.l
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Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Fembangunan Daerah

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Program Pengembangan

lklim Penanaman Modal

Meningkatnya kemudahan

berinvestasi

Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / lnsentif di Bidang
Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten l Kota
Sub Kegiatan Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh
Pemerintahan Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang
regulasinya diharnrcnisasi terkait Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi lnvestasi Kabupaten/
Kota

Sub Kegiatan Pemuktahiran Data Potensi lnvestasi Daerah
Pada sistem PIR ( Potensi lnvestasi Regional )

Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi investasi
Kabupaten / Kota
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NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET

(1) (2) (3) (4) (5)

Program Promosi Penanaman
Modal

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten /
Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi
Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota

e Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
modal

Terkendalinya pelaksanaan

penanaman modal

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/
Kota

Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam
Merealisasikan Kegiatan Usahanya

Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal
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2 Meningkatnya promosi
penanaman modatr

Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku
Usaha



NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN

(1) (21 (3) (4) (5)

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Meningkatnya perizinan
berusaha berbasis risiko

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan
Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman
Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /
Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan
Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik

Sub Kegiatan Penyediaan dlan Pengelolaan Layanan
Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko

5 Program Pengelolaan Data dan
Sistem lnformasi Penanaman
Modal

Menirngkatnya pemanfaatan dan
inforrnasi penanaman modal

Kegiatan Pengelolaan Data dan lnformasi Perizinan
dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat
Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Pehgolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan lnformasi Perizinan dan Non
Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berq;qha Terintegrasi Secara Elektronik
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NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET

(1) (3) (4) (5)

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota

Meningkatnya layanan
kesekretariatan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Adrninistrasi Kepegawaian Perangkat daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan Pendidikan dan pelalihan pegawai

berdasarkan tugas dan fungsi

Kegiatan Adnrinistrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik
/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
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pnoonnu PRIoRITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET

(1) (2) (3) (4) (5)

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Perryediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

bv

NO

Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Kegialan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Pada
bagian ini dikemukakan indikator Kinerja dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 4.4
lndikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

Tabel 4.5

lndikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

1 Persenlase
peningkatan
jumlah realisasi
investasi di Kota
Denpasar

o/o 7.150.702.108.806
( Peningkatan

67,88 % dari realisasi
investasitahun

2023 \

2 5 5 5 5 5

93,25 93,30 93,35 93,402 Nilai survey
kepuasan
masyarakal

Nilaa Nilai 93,10 93,15 93,20

5 52 5 57.150.702.108.806
( Peningkatan

67,88 % dari realisasi
investasi tahun 2023 )

o/o
1 Persentase

peningkalan
investasi di
Kabupaten /
Kota
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BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi untuk

mengawali kegiatan dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada

masyarakat kearah yang lebih baik.

Rencana skategis menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah

dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan

perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat' community Base

Development ( CBD ) dengan keterlibatan lebih banyak para stakeholders

dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru

yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya

kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil menjadi prioritas

Rencana strategis diharapkan diiadikan acuan dalam perencanaan,

pelaksanaan dan penilaian upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang dapat diukur dan dipergunakan

sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan.

Semoga dengan rencana strategis ini, upaya Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Denpasar dapat lebih terarah, terukur

dan dapat memberikan pelayanan penanaman modal, perizinan berusaha dan

non perizinan sesuai dengan harapan masyarakat.

Kepala Dinas
Pelayanan Te

Penanaman Modal dan
Satu Pintu Kota DenPasarg-

ada Rurus ST
uda

?
t

lda
Pembina
NtP.19720924 199803 1 008

PASAR,

H JAYA NEGARA
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WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/ 1036 / HK/ 2025

TEI{TANG

PEMBENTTJXAN TIM PEI.'IYI.JSUN RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA

DENPASAR TAHUN 2025-2029

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang a. bahwa untuk terwujudnya efektifrtas dan optimalisasi

perencanaan pembangunan pada Badan Perencanaan

Pernbangunan Daerah sesuai arah kebijakan serta visi dan

misi Kepala Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Tahun

2025-2029;

tr. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1O8 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan

persiapan penyusunzrn rencana strategis diawali dengan

penyusunan KePutusan Kepala Daerah tentang Pembentukan

Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Watikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana

Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Denpasar Tah:;n 2O25-2029;



Mengingat l.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor I Tahun 1992 tentang pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat tI Denpasar (L€mbaran Nega-ra
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangu.nan Nasiona-l (kmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
l,enbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) 5ggagaimans telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O23 tentang Penetapan peraturan pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 68561;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7

tentang Tata Cara Perencanaan, kngendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O17 Nomor 13l2);



Menetapkan

KESATU

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (trmbaran

Daerah Kota Denpasar Tahun 2O16 Nomor 8, Tambahan

lrmbarzrn Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Ferangkat Daerah (lrmbaran

Daerah Kota Denpasar Ta}]ilun 2022 Nomor 7, Tambahan

I,embaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

6- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2O24 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana

Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (kmbaran Daerah Kota

Denpasar Tahun 2O24 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah

Kota Denpasar Nomor 7);

7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2Ol7 Tentang

Pelimpahan Wewenang Penandatanganan KePutusan

Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah

Kota Denpasar Tahun 2Ol7 Nomor 7);

8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2O23 Tentang tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Ketja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar

Tahun 2023 Nomor 451;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Denpasar Tahun 2O25-2029 dengan susunan keanglotaan

dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam l'ampiran

Keputusan ini'



T\EDUA Tugas dan tanggungiawab Tim penyusun sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:
a. menJrusun agenda kerja Tim penyusunan Rencana

Strategis Dinas pena_naman Modal dan pelayanan

Terpa.du Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2O2S_2O29;

b. melakukan reviu terhadap cascading Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan petayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar Tahun 2O2S-2O29;

c. melakukan pemetaan nomenklatur sub kegiatan sesuai

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
9OO. I . f 5.5-3406 Tahun 20.24 Tentang perubahan Kedua

atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889

Tahun 2O21 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah;

d. menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Denpasar Tahrun 2O25-2A29;

e. mengkoordinasikan penetapan Rencana Strategis Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Denpasar Talrun 2O2S-2O29;

f. bertanggungiawab dan melaporkan segala hasil

pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar

melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar;



XETIGA : Keputusan ini mulai berlaku Pada tanSSal ditetapksr.

Ditetapkan di Denpassr

pada tanggal 3 Maret 2V)5

an,
Modal Dan

Pirtu l(ota Denpasar,

q

NIP. t o08

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. r. walikota Denpasar.

2. I(etua Devan Ferrrakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

3. lnspcktur Kota DenPasar.
4. Icpata Badan ktencanaan Peabanguratr Da€rah Kota Dcnpaaar.

5. Kepala Badan Fengclola Xeuangan dan Aset Daerah Kota Denpasat.

6. Kepata bagian Hukum Sclcetariat Daerai Kota Denpasar.

7. ArsiP.

Y



LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKO-TA DENPASAR
TANGGAL : 3MARET2O2S
NoMoR : 1OO.3.3.3 lro36/HK/2O25TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEI{YUSUN

RENCANA STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA
DENPASAR TAHUN 2025.2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEIryUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PET.AYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA DENPASAR TAHUN 2025-20/29

Penasehat I . Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina l. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Administrasi Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rak_vat S€kretaris Daerah Kota
Denpasar

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sckretaris Daerah Kota Dcnpasar

4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota
Denpasar

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

Sekretaris Selaetaris Dinas Penanzrman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

Anggota 1. Drs. I Komang Sugiarta, M.Si. (Analis Kebijakan
Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar)

2. lr. I Gusti Agung Putri Yadnyawati, M.Si. (Analis
Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Denpasar)

3. I Gusti Ay'u Ngurah Eka Sukraeniyati, SH.
(Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar)

4. Komang Ayu Trina Anggraeni, SE. (Perencana
Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasarl

5. L.M. Jolly Ayu Sari, S.E., M.M. (Analis Rencana
Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Denpasar)



6. Ida Ayu lka Vedenti Pratiwi, S.E., M.Si- (Analis
Perencanaan, Evaluasi, dan Felaporan pada
Dinas Peoana.man Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota DenPasarl

7. I Gede Eddy Surya Sastrawan, S.E. (Perencana
Ahll Pcrtama peda Dinas Penananan Modal
dan klayanan TerPadu Satu Pintu lfuta
Denpasar)

a.n. Walikota
Dinas Modal Dan

Satu Pintu Kota

NtP. 19720924 199803 I 008
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Pengendalian den Evalua3i t3rhadtp Kebiiaken Ren3tra

Dinas Penanamen odal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dsnpasal

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

Kesesuaian
Faktor Peny€bab
Ketidak Sesuaian

Tindak Laniut
Penyempumaan

Apabila Tidak

No Jenis Kegiatan

Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat
Da€rah dan Penyusunan Agenda Kerla

Review Renstra K/L dan Renslra Perangkat

Oaerah Propinsi.

Penelahaan Rencana Tata Rueng Wlayah
Kabupaten/Kota

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai

dengan pelayanan Perangkal Daerah

Kabupaten/Kota.

7 Perumusan isu-isu strategis

Tidak
ada

ada

(2) (s) (6) l
2

4

5

6

I
------j

Perumusan visi dan misi Perangkal Daetah

Kabupaten/Kota.

Perumusan visi dan misi Perangkat Da€rah

Kabupaten/Kota berpedoman pada visi dan

misr Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Perumusan tujuan pelayanan iangka
menengah Perangkal Daerah kabupaten/kota

Perumusan sasaran pelayanan jangka

.l
9

'1 
1

(3) (4)

Penyiapan data dan informasi

3 Analisis gambaran pelayanan Perangkat

Daerah Kabupaten /Kota

(t)
+

1

.....T.....-.............-

---__.1--_
menengeh PerarEkat Daerah kabupatenlkota . ,



Mempelajari Surat Edaran Bupat/Wali kota
perihal Penyusunan Rancangan Renstra-
Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta
lampirannya yaitu ranemgan awal RPJMD
kabupaten/kota yang memuat indikator
keluaran program dan pagu per Perangkat
Oaerah kabupaten/kota

12

13 Perumusan strategi dan kebiiakan iangka
menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota
guna mencaFEi targel kinerja program pnoritas
RPJMO kabupalen/kota yang menladi tugas
dan fungsi Perangkal Daerah kabupaten/kota

Perumusan rencana program, kegiatan.
indikator kineria, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.
termasuk lokasi kegiatan

16 Pelaksanaan forum Perangkat Daerah
kabupaten/kota .

Perumusan indikator kinerla. kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah
kabupder/kota berpedoman pada indikasi
rencana program prioritas dan kebutuhan
pendanaan pembangunan iangka menengah

17

Perumusan ranclngan akhir Renslra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen Renstra Perangkat Oaerah

kabupaten/kota yang telah disahkan
20

14

15

18

'19

Perumusan indikator kinerja Perangkal Daerah
kabupaten/kota yang mengacu pada tuluan
dan sasaran RPJMD kabupaten/kota

Pentahapan pelaksanaan program Perangkat

Daerah kabupaten/kota sesuai dengan
pentahapan pelaksanaan program

pembangunan iangka menengah daerah

kabupaten/kota

)
7

27 Agustus 2025
Penanaman Modal

Denpasar

199803 1 008
q.

--------1
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Kolom (1)
Kolom (2)
Kolom (3)

Petuniuk Pengisian Formulir E 681

Kolom (4)

Kolom (5)

Kolom(6)

diisi dengan nomor und;
diisi dengan ienis kegiatan yang akan dievaluasi.
diisi dengan tanda cek (l) ya iika hasil peng€ndalian dan evaluasi ada kesesuaian pada
pelaksanaan jenis kegiatan tersebut.
diBi dengan tanda cek (i) jika hasil pengendalian dan evaluasi lidak ada kesesuaian pada
pelaksanaan Fnis kegiatan tersebul:
diisi dengan keterangan dan p€nlelasan faklor penyebab ketidakse3uaian berda3arkan hasil
pengeMalian dan evaluasi; dan
diisi dengan kelerangan dan p€nielasan lindak laniut penyemFrmaan apabila berda3arkan
hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan
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xesimpulan Pen8endalian dan Evaluasi terhadap Kebiiakan Renstra

Dinas Penanaman Modal & PTSP Xota Den sar Tahun 2O25 - 2O29

Itlo.
'),

2

misi pembangunan jangka men h daerah asar Tahun 2025 - 2029

Perumusan visi dan miii Peranglat Daerah

kabupaten / kota berpedoman pada visi dan

Perumusan strategi dan kebijakan Peran8kat
Oaerah kabupaten / kota berpedoman pada

strategi dan arah kebijakan pembangunan
jangka me daerah

Perumusan indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatot Peranglat

Daerah kabupaten / kota berpedoman pada

indikasi rencana program prioritas dan

kebutuhan pendanaan pembangunan jangka

men h daerah

Perumusan indikator kineria Perangkat

Daerah kabupaten / kota berpedoman pada

tuiuan dan sasaran pembangunan iangka
menen daerah.

Pentahapan pelaksanaan program Perangkat

Daerah kabupaten / kota sesuai dengan

pentahapan Pelaksanaan Program
pembangunan jangka menengah daerah

kab aten / kota .

Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah sudah

berpedoman pada visi dan misi RPIMO Kota

Perumusan strategi dan kebiiakan Peran8kat

Daerah sudah berpedoman pada strategi dan

arah kebiiakan pembangunan iangka menenBah

daerah.
Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

sudah mentacu pada perumusan rencana
program dan kegiatan prioritas daerah lingkuP

Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran

pembantunan jangka menmgah daerah kota

Denpasar serta pencapaian sasaran

pembangunan tahunan ptovinsi serta pencapaian

sasaran nan tahunan nasional

Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah sudah

berpedoman pada indikasi program prioritas dan

kebutuhan pendanaan RPJMD fota Denpasar

Tahun 2025 - 2029

4

Perumusan indikator kinerja Peran8*at daera

sudah berpedoman pada tuiuan dan sasaran

pembangunan jangka menengah daerah

Pentahapan pelaksanaan Program P€ranBkat

Daerah telah sesuai denSan pentahapan

pelaksanaan Protram pembangunan iangka

menenSah Daerah Kota Denpasar.

Denpasar, 19 SePtember 2025

,.. 'K€Dala BaPPeda Kota Denpasar

h
5

l*i
/,'o9/.,

'IPutu Wisnu WiiaYa Kusuma, 5T,MT

Pembina t tama Muda

p NlP. 19671007 199703 10O4

Petuniuk Pengisian i

o Kolom ( 1) diisi dengan nomor urut

o Kolom ( 2 ) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebiiakan perencanaan

pembangunan daerah; dan

. Kolom ( 3 ) diisi dentan uraian penielasan hasil pada s€tiap aspek yang dievaluasi

I

\aa\

Penielasan Hasil Pentendalian dan EvaluasiAspek

3 Perumusan rencana program,kegiatan

Perangkat Daerah kabupaten / kota

berpedoman pada kebiiakan umum dan
program pembangunrn iangla menengah

daerah.

0

5



Graha Sewaka Dharma, Jl. Majapahit, Lumintang Denpasar, Bali
Phone : (0361 ') 428610, 430820. Fax (0361) 416075

email : perijinan@denpasarkota.go'id
http ://periji nan.denpasarkota. go. id


